
B U PA TIL AMP U·N G S E LA TAN 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR? TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 
NOMOR Ol.A TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

. Menimbang : a. bahwa untuk menyederhanakan proses pemberian Ijin Usaha 
Jasa Konstruksi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 
Bupati Lampung Selatan Nomor 01.A Tahun 2012 tentang Izin 
Usaha Jasa Konstruksi, maka perlu meninjau kembali 
Peraturan Bupati dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan 
Nomor Ol.A Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk 
Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera 
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1981); 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

4 .	 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tentang 2000 tentang Usaha 
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 



6.	 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/Mj2011 
tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa 
Konstruksi Nasional; 

7 . Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 16); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan	 PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA 
ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR Ol.A TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA JASA 
KONSTRUKSI. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 0 LA 
Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal9 

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/jnstansi pelaksana 
yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan 
diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas terkait yang 
membidangi jasa konstruksi. 

2.	 Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 10 

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam 
bentuk surat rekomendasi. 

(2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya 
memenuhi kriteria sebagai berikut : 
a.	 SBU, SKA, danJatau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan 

oleh Lembaga; 
b .	 lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili; 
c.	 BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan · 
d.	 BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam. 

(3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa 
konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila 
diperlukan. 

(4) Rekomendasi ditandatangani oleh dinas terkait yang membidangi jasa 
konstruksi . 

(5}	 Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 



3.	 Ketentuan Lampiran I diubah , sehingga berbunyi sebagaimana. tercantum 
dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 

4.	 Ketentuan Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 

PasallI 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal e; ?C\nvC\ r- " 2017 
BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

ZAINUDIN HASAN 

Diundangkan di Kalianda 
padatanggal ~ ?O~~r\ 17 
SEKRETARIS DAERAH KAB PATEN LAMPUNG SELATAN, 

c 

FREDYSM 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR '3 



LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR TAHUN 2017 
TANGGAL: 2017 

KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI TEKNIS 

Nomor	 Tanggal . 
Lampiran 

Kepada Yth, 
(Instansi Pemberi IUJK) 
Di - Tempat 

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi 

Menunjuk Surat Nomor .... Tanggal .... , perihal seperti ... (surat dari pemohon 
IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1.	 Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang 
usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Tahun 2000 Nomr 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
157); 

2.	 Memperhatikan Peraturan Bupati Nomor : tanggal . 
tentang . 

3.	 Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi 
dari : 

Nama Perusahaan 
Nama PJBU 
Alamat Perusahaan 
Jenis Usaha 

Maka dengan ini (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang 
ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi 
kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha 
Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum 
dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor .... 

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik 
kami ucapkan terima kasih. 

(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat 
yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa 

Koristruksi; 
Tembusan disampaikan kepada Yth. 

1. .. 
2 .. 

ttd 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

ZAINUDDIN HASAN
 



LAMPlRAN II: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR: TAHUN 2017 
TANGGAL : 2017 

A.	 ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN 
PERSYARATAN UNTUK IZIN BARU 

a.	 mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini: 

b.	 menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan 

telah diregistrasi lernbaga: 

c.	 menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha 

(PH·BU); 

d. menyerahkan	 rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat 

Keterarnpilan (SKT) dari penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PH-BU) 

yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang dilengkapi Surat Pernyataan 

Pengikatan Diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama 

Badan Usaha; 

e.	 menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan 

formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian 

pegawai; 

f .	 membuat surat pernyataan tidak masuk dalarn daftar hitam yang 

ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha; 

g.	 menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan 

dileges kelura han; 

h. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan; 

i.	 menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas terkait yang membidangi jasa 

konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi 

pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi) 

j.	 menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila 

pengurusan permohonan izin baru dikuasakan 

LENGKAP? 

Ya 

PENGAMBILAN SERTIFIKAT 

Tidal< 



B. ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN 
PERSYARATAN UNTUK IZIN BARU 

a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini; 

b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK; 

c. rnenverahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK 

yang berbentuk perseroan; 

d.	 menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU} yang masih berlaku 

dan telah diregistrasi lembaga; 

e.	 menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha 

(PJT-BU}; 

f.	 menyerahkan rekaman Sertifrkat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat 

Keterampilan (SKT) dari penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) 

yang telah diregistrasi oleh Lembaga; 

g.	 menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha; 

h.	 menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan 

usaha; 

i.	 menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan 

formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK; 

j.	 menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK 

yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi; 

k.	 menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan 

dileges kelurahan; 

I.	 menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas terkait yang membidangi jasa Tidak 
konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi
 

pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi)
 

m.	 menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila 

pengurusan permohonan izin baru dikuasakan 

LENGKAP? 

Ya 

>------t..~ 
Ya 

1 Diselesaikan sanksi nya 

Tidak 

PENGAMBILAN SERTIFIKAT 



C. ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN 
PERSYARATAN UNTUK PERUBAHAN DATA 

a.	 diajukan selambat-Iambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebe/um habis 

masa berlakunya; 

b.	 mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini; 

c.	 menyerahkan rekaman : 

1.	 Akta Perubahan nama direksijpengurus untuk perubahan data nama 

direksi/pengurus: 

2.	 Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan 

untuk perubahan alamat BUJK; 

3.	 Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; danjatau 

4.	 Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan 

klasifikasi dan kualifikasi usaha; 

d. Menyerahkan IUJK asli; dan 

e.	 Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila 

pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan. 

r PENGAMBlLAN SERTIFIKAT 11 



D. ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN 
PERSYARATAN UNTUK PENUTUPAN IZIN 

a. lzin Usaha Jasa Konstruksi yang asli. 

b. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat. 

c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi. 

PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN
 

PENUTUPAN IUJK
 

BUPATILAMPUNGSELATAN
 

ZAINUDIN HASAN
 


